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SEJARAH JUDICIAL REVIEW
(KASUS MARBURY VERSUS MADISON 1803)

Sejarah pengujian konstitusional beranjak dari putusan Supreme
Court (Mahkamah Agung) AS atas kasus Marbury versus Madison
pada tahun 1803.

Kasus ini sendiri bermula pada saat John Adams yang dikenal
sebagai tokoh Federalist (Partai Federal) menjabat sebagai
Presiden AS yang kedua untuk masa jabatan 1797-1801.

John Adams sebagai incumbent pada Pemilu tahun 1800 kalah dari
pesaingnya Tohmas Jefferson dan Aaron Burr dari Partai
Democratic Republic. Oleh kerananya, menurut konstitusi, yang
akan menjadi Presiden selanjutnya untuk masa bakti 1801-1805, Ia
akan mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 4 Maret 1801.

Dalam masa peralihan tersebut, John Adams mengangkat John
Marshall yang sebelumnya ia adalah Secretary of State (Menteri
Sekretaris Negara) diangkat menjadi Ketua Mahakamah Agung
AS (Chief Justice).



Celakanya, karena ditandatangani dalam waktu yang sempit dan
tergesa-gesa, salinan surat pengangkatan tersebut tidak sempat
diserahterimakan kepada yang bersangkutan, padahal esok harinya,
tanggal 4 Maret 1801 adalah hari pergantian presiden dari John Adams
ke Thomas Jefferson. Akhirnya surat-surat tersebut ditahan di kantor
kepresidenan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas
Jefferson sebagai Secretary of State untuk menggantikan John Marshall
yang telah duduk di bangku Supreme Court.

Di pihak lain, Marbury dkk yang menganggap proses pengangkatannya
konstitusional dan telah memenuhi prosedur yang benar, tidak begitu
saja menerima penahanan surat tersebut. Pada Desember 1801,
Marbury melalui kuasa hukumnya Charles Lee (Mantan Jaksa Agung
Federal) mengajukan tuntuan kepada Mahkamah Agung Federal agar
sesuai kewenangannya berdasarkan section 13 Judiciary Act
1789 mengeluarkan Writs of Mandamus, agar Pemerintah Federal
menyerahkan salinan surat pengangkatan mereka sebagaimana
mestinya.



Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung AS sendiri memuat banyak
keunikan dan penemuan hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Pada pokoknya putusan tersebut menolak tuntutan Marbury dkk yang
meminta agar MA mengeluarkanWrits of Mandamus berdasarkan Judiciary
Act 1789. Uniknya di dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) MA
justru membenarkan dalil-dalil (posita) Pemohon dan menyatakan bahwa
sebetulnya permohonan Pemohon beralasan hukum. Dengan kata lain
Pemohon memiliki kedudukan hukum serta memiliki alas hukum (berhak)
yang sah atas apa vyang ia tuntut (surat pengangkatan hakim
perdamaian; commission). Akan tetapi mengapa kemudian amar putusannya
justru menolak tuntutan Pemohon ?

Permohonan  Marbury dkk ditolak bukan karena alasan-alasan
permohonannya (posita) tidak dapat diterima atau tidak beralasan hukum,
melainkan karena tuntutan mereka (petitum) yang meminta MA
mengeluarkan Writs of Mandamus berdasarkan Section 13 Judiciary Act
1789 yang tidak dapat dipenuhi oleh MA. Sebaliknya, MA justru menilai
ketentuan Judiciary Act 1789 yang dijadikan dasar bagi Marbury dkk untuk
meminta MA mengeluarkan writ of mandamus itu tidak sesuai dan
bertentangan dengan Article Il Section 2 Konstitusi AS. Oleh karena itu MA
tidak bisa mengabulkan  tuntutan Pemohon dan justru malah
membatalkan Judiciary Act 1789 karena dianggap inkonstitusional.



Mahkamah Konstitusi Austria

Mahkamah Konstitusi Austria (bahasa Jerman : Verfassungsgerichtshof) adalah
institusi pengadilan paling penting dalam sistem hukum Austria. Institusi ini
berfungsi sebagai badan yang memastikan bahwa hukum-hukum yang ditetapkan
di Austria sejalan dengan konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi Austria
diatur oleh Hukum Konstitusional Federal (B-VG) tahun 1920.

Mahkamah Austria merupakan mahkamah konstitusi tertua di dunia.-Mahkamah
ini terletak di kota Wina yang juga merupakan ibukota Austria. Mahkamah ini
berkumpul dalam sesi paripurna 14 anggota. Kuorum yang diperlukan untuk
kehadiran presiden (atau wakil presiden) mahkamah konstitusi adalah minimal 8
suara dari anggota

Tokoh Utama : Hans Kelsen menyatakan:

“Bahwa Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu system hokum
Nasional sekaligus sebagai sumber validitas dari norma hokum yang berada
dibawahnya”.

Maka, untuk menegakkan perlu adanya lembaga peradilan yang diberi tugas
menguji konstitusionalitas produk hukum.


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Austria
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitusi_Austria&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wina
https://id.wikipedia.org/wiki/Austria
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Model Mahkamah Konstitusi.pptx

MODEL MAHKAMAH KONSTITUSI
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Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia
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Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia
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GRAPH 1
Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Sebelum Amandemen - Vertikal Hirarkis
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4. DPA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
5. BPK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
6. MA MAHKAMAH AGUNG




Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia

DAERAH



WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
UuD.

3. Memutus pembubaran parpol.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Penanganan sengketa hasil perolehan suara
Pilkada.

FUNGSI MK

The Guardian of the Constitution
(Penjaga Konstitusi)

The Final Interpreter of the
. Constitution (Penafsir Konstitusi)

The Guardian of the Democracy
. (Penjaga Demokrasi)

The Protector of the Citizen’s
Constitutional Rights (Pelindung hak

._konstitusional warga

Ve

The Protector of the Human Rights

_ Pelindung Hak asasi manusia)




Supremasi Konstitusi di Indonesia

Pengujian UU
terhadap UUD
oleh Mahkamah
Konstitusi

Pengujian
Peraturan
Perundang-

undangan di
bawah UU



* Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga
cabang kekuasaan berbeda.

— 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
— 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
— 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung
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Pemohon dalam Pengujian UU

Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok
orang yang memiliki kepenting yang sama;

Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam
undang-undang;

Badan hukum publik atau privat;
Lembaga negara.




Pemohon Sengketa Hasil Pemilu di MK

1. PILPRES: Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

2. PILEG:
— DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu
— DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD

3. PILKADA:

— Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

— Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon _:,551 |
tunggal)



Rekapitulasi Putusan MK
(Januari 2019)

Jenis Jumlah Tolak Tidak Ditarik | Putusan
Putusan | Putusan Diterima | Kembali Sela

1.199
SKLN 25 1 3 17 4 - -
Pemilu 1.826 120 1.224 400 44 38
Legislatif (kasus)
Pemilu 4 - 4 - - - -
Presiden
Pemilu 982 76 470 400 27 5
Kepala
Daerah
Pembu- - - - - - - -
baran
Parpol
Impeach - - - - - - -

ment
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Contoh-Contoh Putusan MK

" Putusan-Putusan MK terkait bidang:
= Pendidikan: Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
= Energi dan Mineral: SDA, Ketenagalistrikan, dsb.

= Agama: Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan,
dsb.

= Hak Asasi Manusia: Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang
pensiun, uang pesangon, dsb.

= Hukum: Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan,
Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.

" Pemilu: ...




Contoh-Contoh Putusan MK

= Putusan-Putusan MK terkait PEMILU:

= KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
= Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak

= Ambang Batas Parpol di Parlemen (Parliamentary Threshold)
= Ambang Batas pengajuan Capres (Presidential Threshold)

= Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

= Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif

= Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah

= Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa

= Syarat menjadi anggota KPU

= Pemilu Serentak

= dsbh.




Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

» Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun Pemohon Tolak Tidak Ditarik
Parpol Diterima | Kembali

2004
2009 42 627 68 398 107 27 16
2014 14 869 9 647 195 6 12
Tahun Jumlah Jumlah Tolak Tidak Ditarik
Pilkada | Perkara Diterima | Kembali
2016
2017 101 60 3 7 50 0 0

2018 171 72 2 6 61 1 2
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Panitera Pengganti (Panitera Muda) di Pengadilan Semarang (1988 — 2003)
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Kepala Biro Hukum
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